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. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan
jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan
suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung
dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut
dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila
terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan
sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan
politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin
terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk
faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia
sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang
bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan
hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis
seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat
terwujudnya kesejahteraan umum.
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Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih
mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif.
Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan
Peraturan Presiden.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk
kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi Penanganan
Konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang
ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya
Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi
pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan
Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik
pada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan
dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.
Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu
ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses
hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.
Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan
perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam
peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya
Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga
argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik
Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan
argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap
eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat
perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok
masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas
beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh
tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman
dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan
suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir
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maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak
atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari
rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman,
damai, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya, argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang
tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama,
Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa,
agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan,
ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik,
berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat.

Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi
dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan
radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan
dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan
berpotensi menimbulkan Konflik.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan
yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena
masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem
pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat
setempat.

Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa
takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda,
jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci,
antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang
berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan
umum.

Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif,
integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat
sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan
landasan hukum yang memadai.

Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut,
Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan
Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien,
akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan
pendekatan dialogis dan cara damai.

Argumentasi  yuridis pembentukan Undang-Undang tentang
Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan
perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat
sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

No. 5315 4

Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi dasar
dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan
Bahaya, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan
Demobilisasi;

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi
Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial
dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan
Konflik Sosial.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan
tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat
yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi
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damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi
pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan
prasarana umum; memberikan pelindungan dan pemenuhan hak
korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur
mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga
tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan
Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain
melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam
potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan
Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian
kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat
penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan
penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada
keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959.
Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan
Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur
melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-
Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan
pendanaan Penanganan Konflik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan“ adalah bahwa
penanganan Konflik harus mencerminkan pelindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah
Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung
tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia
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dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum,
dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *“asas kebangsaan“ adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan“ adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan*
adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta
kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang
menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah
bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia
agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,
ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga
memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara
dan adil dalam pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum®“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
adanya kepastian hukum.
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Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan“ adalah bahwa
Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus
dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana
tenteram dan damai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal“ adalah bahwa
Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang
hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara“ adalah
bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab
seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun
masyarakat.

Huruf |

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif* adalah bahwa
Penanganan  Konflik melibatkan masyarakat dalam
keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan,
hingga pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa
Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan
tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan”
adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan
perlakuan yang sama dengan tidak membedakan
antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan capacity
building, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti,
pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Bahwa hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus
dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang
berkonflik.

Pasal 9
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan memperhatikan aspirasi masyarakat” adalah
bahwa suatu proses perancangan pembangunan beserta
pelaksanaannya menampung harapan dan Kkeinginan
masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendidikan membangun
perdamaian (peace building), memelihara dan melestarikan
perdamaian (peace keeping), menciptakan perdamaian (peace
making), toleransi, multikulturalisme, inklusivisme, dan
pendidikan kewarganegaraan.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum tanpa
diskriminasi® adalah upaya untuk menegakkan atau
memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara tanpa membedakan perlakuan
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terhadap sesama warga negara berdasarkan warna Kkulit,
golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha dalam
bidang perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan,
dan kehutanan.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media komunikasi” mencakup media
komunikasi tradisional serta media massa cetak dan
elektronik.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah tindakan yang
dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan
menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak
menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban
jiwa atau kerugian/hilangnya harta benda.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikendalikan oleh Polri”
adalah kondisi dimana eskalasi Konflik makin meningkat dan
resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan
peralatan kepolisian setempat.

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi pemerintahan”
adalah terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan
fungsi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
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Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Materi muatan Peraturan Pemerintah termasuk pengaturan
teknis mengenai kendali operasional di lapangan.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran
ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau
penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau
keluarganya.


http://www.djpp.depkumham.go.id

No. 5315 12

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan,
dan ketertiban merupakan serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena
dampak Konflik agar kembali pada kondisi aman,
tenteram, damai, dan sejahtera.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan
masyarakat merupakan serangkaian upaya pembauran
masyarakat untuk  meniadakan sifat  eksklusif
antarkelompok dalam masyarakat guna mempererat
kembali hubungan antarkelompok masyarakat
Pascakonflik untuk mencapai kesatuan dan
kesejahteraan.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar”
adalah bantuan makanan, minuman, pakaian,
kesehatan, termasuk sarana pemenuhan kebutuhan
sehari-hari dan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan spesifik perempuan”
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adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kaum
perempuan yang terkait dengan kodratnya sebagai
perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “pegiat perdamaian” adalah
setiap orang yang aktivitasnya memberikan perhatian
pada urusan yang mendorong terwujudnya perdamaian.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
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Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
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